5.1

BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi

Apoteker (PKPA) di PT. Erela pada tanggal 01 April - 31 Mei 2024, dapat
disimpulkan bahwa:

1.

5.2

Calon apoteker mampu memahami tentang peran, fungsi, posisi, dan
tanggung jawab apoteker di industri farmasi.

Calon apoteker mendapatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan,
dan pengalaman praktis di industri farmasi.

Calon apoteker dapat mempelajari penerapan CPOB dan
mempersiapkan diri memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi
yang profesional di industri farmasi.

Calon apoteker mendapatkan gambaran nyata terkait permasalahan

pekerjaan yang ada di industri farmasi.

Saran
Saran yang dapat disampaikan dari hasil pelaksanaan kegiatan

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di PT. Erela pada tanggal 01 April -
31 Mei 2024 yaitu:

1.

Calon apoteker harus membekali diri sebelum mengikuti kegiatan
PKPA di industri dengan keterampilan, wawasan, serta percaya diri
yang baik sehingga kegiatan PKPA di Industri dapat berjalan dengan
baik dan dapat menjalankan tugas secara optimal.

PT. Erela diharapkan dapat terus menjalin kerjasama dengan
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dalam pelaksanaan

Praktek Kerja Profesi Apoteker.
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